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Menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai kuasa permanen presiden
dalam pengujian undang-undang
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Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan yang berkenaan dengan
permohonan yang sedang diperiksa kepada Presiden. K eterangan Presiden merupakan keterangan resmi
pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi
dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait. Mengingat kesibukan Presiden yang
sangat padat baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, maka Presiden dapat menunjuk
kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta para menteri, dan/atau
pejabat setingkat menteri yang terkait. Oleh karena kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
selaku pembantu Presiden di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang salah satu tanggung jawabnya di
bidang peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara permanen
ditunjuk menjadi kuasa Presiden dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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